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Oleh :

Harso Susilo, ST., MM
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BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

BIODATA
Nama : Harso Susilo, ST., MM

NIP : 19710509 199903 1 003

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IVc

Jabatan : Kepala Badan

Instansi : BAPPEDA Prov. Jateng

Alamat : Jl. Diponegoro VII No. 11  RT. 04/ RW.06 Banyumanik Semarang

Telp : 0878 3206 7805

E-mail : harso_susilo@yahoo.co.id

Pendidikan : 1. S1 Undip Tahun 1997

2. S2 UGM Tahun 2002

Riwayat Kerja : 1. 1999 – 2007, Staf Bappeda Prov. Jateng

2. 2007 – 2008, Kasubbid Fispra Balitbang Prov. Jateng

3. 2008 – 2013, Kasubbag Program Bappeda Prov. Jateng

4. 2013 – 2016, Kepala Bidang Sosbud Bappeda Prov. Jateng

5. 2017 – 2019, Kepala Bagian Otda Setda Prov. Jateng

6. 2020 – 2023, Kepala Dinas Sosial Prov. Jateng

7. 2023 – Sekarang, Kepala BAPPEDA Prov. Jateng



UU NO. 25 TAHUN 2004
SISTEM PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL

Ps. 5 (I). RPJPD memuat visi, misi, 

dan arah pembangunan Daerah yang 

mengacu pada RPJP Nasional;

DASAR 
HUKUM
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UU NO. 23 TAHUN 2014 DIUBAH 
DG UU 2/2022
Pemerintahan Daerah

Ps. 263 (2). RPJPD merupakan

penjabaran dari visi, misi, arah

kebijakan, dan sasaran pokok

pembangunan daerah jangka Panjang 

untuk 20 tahun yang disusun

berpedoman pada RPJPN dan rencana

tata ruang wilayah

PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017
Tata Cara Penyusunan Dokren

Ps. 12 (1). RPJPD merupakan

penjabaran dari visi, misi, arah

kebijakan, dan sasaran pokok

pembangunan daerah jangka Panjang 

untuk 20 tahun yang disusun

berpedoman pada RPJPN dan rencana

tata ruang wilayah



TAHAPAN PENYUSUNAN RPJPD

04

Berdasarkan Permendagri No. 86/2017

BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Persiapan

Penyusunan

RPJPD

Analisis

gambaran

umum kondisi

daerah

Analisis

permasalahan

& isu strategis

Pengolahan

data dan 

informasi

Telaah

RPJPN, RPJP 

daerah

lainnya

Hasil evaluasi

RPJPD 

periode lalu

Penjaringan

masukan dari

stakeholder

Perumusan

visi dan misi

pemb daerah

Perumusan 

arah 

kebijakan 

daerah

Perumusan

sasaran

pokok daerah

Penyusunan

dok Ranc

Awal RPJPD

Konsultasi

publik ranwal

RPJPD

Konsultasi

ranwal

RPJPD ke

Kemendagri

Penyusunan

dok ranc

RPJPD

Musrenbang

RPJPD

Penyusunan

dok rankhir & 

raperda

RPJPD

Pembahasan

& 

persetujuan

Bersama 

DPRD

Evaluasi

Raperda

RPJPD di 

Kemendagri

Penetapan

Perda

RPJPD

Penyampaian

Perda RPJPD 

ke Dagri

Telaah RTRW, telaah KLHS, telaah RPPLH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4



TIMELINE PENYUSUNAN RPJPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2045 
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BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Evaluasi RPJPD

(Juli 2023)

Persiapan

RPJPD

(Juli-Sept 2023)

Penyusunan Dok 

Ranwal RPJPD (Okt-

Des 2023)

Konsultasi Publik 

Ranwal RPJPD (Des 

2023)

Konsultasi ke

Kemendagri (Des 

23/Jan 24)

Penyampaian Perda

RPJPD ke Kemendagri

(Sept 2024)

Penetapan Perda

RPJPD (Agst

2024)

Evaluasi Raperda

RPJPD ke Kemendagri

(Juli 2024)

Pembahasan

Raperda dg DPRD 

(Maret-Juni 2024)

Musrenbang

RPJPD (Jan 

2024)

2023

2024

Tahapan yg sedang

dilaksanakan saat ini

Konsultasi Kab/Kota 

ke Provinsi 

Evaluasi Raperda

RPJPD Kab/Kota ke 

Provinsi 



FORUM JAWA TENGAH MEMBANGUN
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BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

TEKNOKRATIK

BOTTOM UP/

PARTISIPATIF

FGD 

TEMATIK

FGD 

SEKTORAL

FGD 

PERBATASAN

MEDIA SOSIAL

PENTAHELIX

KICK OFF

RPJPD
FORUM 

PENJARINGAN

BRAINSTORMI

NG

PROV JABAR, 

DIY, JATIM

PEMKAB/ KOTA

KLP 

MASYARAKAT

FGD

PERUMUSAN VISI, 

MISI, ARAH 

KEBIJAKAN, SASARAN 

POKOK

JAWA 

TENGAH 2045

Juli - September 2023

20 Juli  2023

Oktober 2023

September 2023



BRAINSTORMING
RPJPD JATENG 
2045
➢ Penjaringan masukan langsung dari masyarakat dengan 

pendekatan bottom-up atau partisipatif.

➢ Masukan dari masyarakat/kelompok tentang impian, cita-cita,

maupun isu Jawa Tengah 20 tahun yang akan datang
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Tanggal 7-23 September 2023

Lokasi  16 Kabupaten/Kota

Peserta 24 Kelompok Masyarakat



Kebijakan
Pembangunan 
Nasional
(RPJPN 2025-2045)

MISI

TANTANGAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL
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VISI



VISI DAN MISI .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MISI

Transformasi Sosial

Transformasi Ekonomi

Transformasi Tata Kelola

Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata

dan Berkualitas

Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan 

Ramah Lingkungan

Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan
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VISI INDONESIA EMAS

“MEWUJUDKAN NEGARA 

NUSANTARA BERDAULAT, MAJU 

DAN BERKELANJUTAN”

Yang akan dicapai melalui 8 Misi

Pembangunan, 17 Arah Pembangunan 

dan 45 Indikator Utama Pembangunan



.
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5 SASARAN 
UTAMA VISI 
INDONESIA 
2045

1.

2.

3.

4.

5.

Pendapatan per kapita setara negara 
maju

Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan
berkurang

Kepemimpinan dan pengaruh di dunia 
internasional meningkat

Daya saing SDM meningkat

Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju
net zero emission
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Sumber: Rankhir RPJPN 2025-2045



TANTANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DALAM RANKHIR RPJPN 2025-2045

.
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Kepastian dan penegakan hukum
masih lemah

Pembangunan belum berkelanjutan

Tata kelola pemerintahan belum
optimal

Demokratisasi belum optimal

Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa

Integrasi domestic terbatas

Kualitas SDM yang semakin rendah

Infrastruktur dan literasi digital rendah

Produktivitas Rendah

Iptekin dan riset lemah

Deindustrialisasi dini

Pariwisata di bawah potensi

Ekonomi laut belum optimal

Kontribusi UMKM dan koperasi kecil



Refleksi Jawa Tengah 
dan Konsep Arah
Pembangunan Jawa
Tengah 2025-2045
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BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Capaian makro

Proyeksi Penduduk

Isu Strategis

Konsep Arah Pembangunan

Log Frame Arah Pembangunan

Sasaran Pokok Pembangunan 

Jateng Tahun 2025-2045



PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO JATENG 2005-2025
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IPM Jawa Tengah fluktuasi dan cenderung

membaik. Pada periode tahun 2010-2014, terjadi

perubahan metode perhitungan IPM yang

menyebabkan terjadinya penurunan IPM. Namun

kembali membaik pada periode berikutnya, hingga

pada tahun 2022, IPM Jawa Tengah mencapai

72,79.

IPM
Selama kurun waktu RPJPD, TPT Jawa Tengah

terus membaik, dengan kondisi terus menurun

sejak tahun 2005. Kondisi TPT tahun 2022

meningkat dipicu oleh terjadinya pandemi Covid-

19, Terbaru TPT Jateng pada Feb 2023 di angka

(5,24) dibawah nasional (5,45)

TPT (%)

Selama kurun waktu RPJPD, angka kemiskinan

Jawa Tengah terus membaik, dengan kondisi terus

menurun sejak tahun 2005. Kondisi kemiskinan

pada tahun 2022 meningkat dipicu oleh terjadinya

pandemi Covid-19, hingga pada Maret 2023 AK

Jateng di angka 10,77

ANGKA KEMISKINAN (AK) (%)

Selama kurun waktu RPJPD, rasio gini Jawa

Tengah cenderung fluktuatif. Meskipun demikian,

rasio gini Jawa Tengah termasuk dalam ketogori

ketimpangan sedang.

RASIO GINI
PE Jawa Tengah cenderung fluktuatif namun terjaga diatas

5% pada setiap akhir periode 5 tahunan. Pada tahun 2020

kontraksi sebesar -2,65% dipicu pandemi Covid-19 ,

namun kembali tumbuh positif dari tahun 2022 hingga

pada tahun 2023 di angka 5,23%

PERTUMBUHAN EKONOMI (%)

Selama kurun waktu RPJPD, PDRB per kapita

Jawa Tengah cenderung terus meningkat dari

tahun ke tahun. Hingga tahun 2022 mencapai

42,15 juta rupiah per tahun

PDRB/ KAPITA (JUTA RUPIAH)



PROYEKSI PENDUDUK JATENG 2020-2050

15

BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Jumlah Penduduk: 

➢Laki-Laki: 18.320.650

➢Perempuan: 18.112.740

➢Total: 36.433.390

Jumlah Penduduk: 

➢Laki-Laki: 20.932.840

➢Perempuan: 

21.006.700

➢Total: 41.939.540 

Jumlah Penduduk: 
➢Laki-Laki: 19.937.830

➢Perempuan: 

19.833.650

➢Total: 39.771.480

Jumlah Penduduk: 
➢Laki-Laki: 21.383.360

➢Perempuan: 

21.594.690

➢Total: 42.978.050



PROYEKSI PENDUDUK JATENG 2020-2050
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Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk Indonesia 2020

Tahun 2022 Jawa Tengah mengalami keadaan bonus 

demografi dengan rasio ketergantungan 43,71, berbanding

di tahun 2045 proyeksi rasio ketergantungan penduduk

meningkat menjadi sebesar 53,43 

Jumlah penduduk Jawa Tengah di tahun 2020 sebesar 36

juta jiwa, proyeksi penduduk Jawa Tengah di tahun 2040 

sebesar 42 juta jiwa dan di tahun 2045 meningkat sebesar

20% di angka 42,9 juta jiwa



ISU STRATEGIS 
DAERAH

.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ISU STRATEGIS DAERAH

Transisi demografi menuju penduduk usia tua

Kemiskinan

SDM yang bedaya saing dan berkarakter

Ketimpangan antar wilayah (Pembangunan pusat pertumbuhan

yang mempengaruhi pola migrasi dan mobilitas)

Dampak perubahan iklim

Hilirasasi komoditas unggulan dan industri padat karya terampil, 

padat teknologi dan inovasi serta berorientasi ekspor

Tata kelola pemerintahan yang dinamis
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9, Kedaulatan pangan dan alih fungsi lahan

10. Kondusivitas wilayah

Penerapan ekonomi hijau yang meliputi transisi energi, pembangunan

rendah karbon, ekonomi sirkular, dan pengembangan pembiayaan hijau



KONSEP ARAH PEMBANGUNAN JAWA TENGAH 2025-2045
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Masyarakat yang berkarakter kuat, 

menjaga etika dan norma, 

mempertahankan kearifan lokal dalam 

semua sektor

Berbudaya

Menjaga kesejahteraan ekonomi, 

kehidupan sosial masy, kualitas 

lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola 

untuk peningkatan kualitas hidup satu 

generasi ke generasi berikutnya

Berkelanjutan

“Jawa Tengah Mandiri, 

Maju, Sejahtera, 

Berbudaya dan 

Berkelanjutan”

Mampu mencukupi kebutuhan 

dirinya sendiri dan mampu memberi 

kontribusi pihak lain

Mandiri

Masyarakat yang berada pada tingkat

peradaban yang tinggi dalam

penguasaan teknologi

Maju

Suatu kondisi yang menunjukan

masyarakat di Jawa Tengah dalam

keadaan sehat, tercukupi kebutuhan

dasarnya

Sejahtera



KONSEP LOGFRAME ARAH PEMBANGUNAN JAWA TENGAH 2025-2045
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Kondusivitas 

Wilayah

Kualitas Hidup Masyarakat Sosial Budaya Masyarakat

Tata Kelola 

Pemerintahan 

Dinamis

Pendidikan Inklusif

Kesehatan untuk semua

Perlindungan Sosial

Pangan Mandiri

Permukiman Layak

Masyarakat Berbudaya 

Lingkungan Aman dan 

Nyaman

Keluarga Berkualitas

Kesetaraan Gender

Jalan dan Jembatan

Sumber Daya Air

Transportasi

Energi dan Listrik

Lingkungan Hidup

Sumber Daya Alam 

Lestari

Ketahanan Bencana

Ekonomi Hijau

Ekonomi Kreatif

Riset Inovasi

Digitalisasi

Sektor Unggulan

Jawa Tengah

Mandiri, Maju, Sejahtera, 

Berbudaya dan Berkelanjutan

Infrastruktur Berkualitas
Ekonomi Daerah 

Adaptif
Daya Dukung Daya 

Tampung

Karakter Jawa 

Tengah

Misi 5 (RPJPN 2025-2045)

Ketahanan Sosbud dan Ekologi:

•Agama bermaslahat & berkebudayaan

maju

•Lingkungan hidup berkualitas

•Keluarga berkualitas dan kesetaraan

gender

Misi 5 (RPJPN 2025-2045)

Ketahanan Sosbud dan Ekologi:

•Lingkungan hidup berkualitas

•Resiliensi terhadap bencana dan

perubahan iklim

Misi 2 (RPJPN 2025-2045)

Transformasi Ekonomi:

•Penerapan ekonomi hijau

• Iptek, inovasi dan Produktivitas ekonomi

•Transformasi digital

•Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Misi 7 (RPJPN 2025-2045)

Mewujudkan sarpras yg berkualitas dan 

ramah lingkungan

Misi 5 (RPJPN 2025-2045)

Ketahanan Sosbud dan Ekologi:

•Berketahanan energi, air, dan pangan

Misi 6 (RPJPN 2025-2045)

Mewujudkan pembangunan kewilayahan 

yang merata dan berkualitas

Misi 1 (RPJPN 2025-2045)

Transformasi Sosial:

•Kesehatan untuk semua

•Pendidikan berkualitas yang merata

•Perlindungan sosial yang adaptif

Misi 5 (RPJPN 2025-2045)

Ketahanan Sosbud dan Ekologi:

•Berketahanan energi, air,  dan pangan

Misi 7 (RPJPN 2025-2045)

Mewujudkan sarpras yg berkualitas dan 

ramah lingkungan

Misi 3 (RPJPN 2025-2045)

Transformasi tata kelola

Misi 4 (RPJPN 2025-2045)

Supremasi hukum, stabilitas, dan

ketangguhan diplomasi



SASARAN POKOK 
PEMBANGUNAN JAWA 
TENGAH 2045
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BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

12 Indikator tersebut adalah IKU 

Nasional yang akan didukung

Daerah

Inflasi IPM Pertumbuhan Ekonomi

Angka Kemiskinan NTP PDRB per Kapita

Indeks Ekonomi Hijau TPT Indeks Gini

Indeks Pembangunan 

Keluarga
IKLH

Indeks Pembangunan 

Kebudayaan

Indeks Kebahagiaan



REFLEKSI & 
CATATAN KOTA 
SALATIGA

Kondisi Makro

Catatan Kota Salatiga
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Evaluasi Capaian RPJPD



RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PER WP

.

HASIL EVALUASI RPJPD TAHUN 2005-2025
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Bregasmalang

95,30%

Barlingmascakeb

88,38%

Petanglong

93,06% Kedungsapur

91,62%

Jekutibanglor

95,59%

Subosukawonosraten

93,43%

Purwomanggung

92,43%

Rata-Rata Capaian Kinerja per Kabupaten/Kota di WP Kedungsepur: 91,62%

Kabupaten Kendal: 95,05%

Kabupaten Demak: 85,00 %

Kabupaten Semarang: 90,90 %

Kabupaten Grobogan: 91,75%

Kota Semarang: 97,89%

Kota Salatiga: 89,11%Rata-Rata Capaian Kinerja Provinsi Jawa Tengah: 97,52%

Sumber: Buku Evaluasi RPJPD Prov. Jateng 2005-2025

EVALUASI RPJPD KOTA SALATIGA TAHUN 2005-2025
Substansi yang menjadi perhatian:

1. Peningkatan daya saing manusia (Pendidikan, keterampilan, Kesehatan/KB)

2. Peningkatan daya saing dan pemerataan ekonomi (infrastruktur, pertumbuhan sektor unggulan seperti pariwisata dan ekonomi kreatif)

3. Penguatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar

4. Peningkatan pengelolaan persampahan serta konservasi tanah dan air mengingat Kota Salatiga merupakan daerah hulu

Kab/Kota Rata-Rata Capaian Predikat

Kota Salatiga 89,11 Tinggi



EVALUASI RPJPD KOTA SALATIGA TAHUN 2005-2025
Faktor Pendorong:
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BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

1. Upaya pemberian bantuan pembiayaan dari pemerintah

2. Banyaknya potensi benda cagar budaya, peninggalan sejarah, penggiat/pelaku

budaya

3. Penyediaan sarana prasarana penunjang

4. Kepatuhan dalam memberikan pelayanan pengobatan sesuai standar

5. Peraturan-peraturan yang memudahkan pelayanan

6. Komitmen pemerintah dalam melakukan kegiatan penegakan Perda/Perkada

dengan dukungan dana APBD

7. Alokasi APBD untuk pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan jaringan

irigasi, serta telah mendukung pencapaian target kinerja penyediaan sarana dan 

prasarana drainase dan pengairan

8. Komitmen pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan pada peningkatan kualitas

UMKM, koperasi dan industri kecil, perdagangan, pembangunan pertanian dan 

ketahanan masyarakat, serta dukungan dana APBD dan SDM pemberdayaan

perekonomian daerah yang berkualitas

9. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan potensi daerah dengan

upaya peningkatan investasi, tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang 

memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kota Salatiga

10.Memiliki dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2022

1. Pandemi Covid-19

2. Belum semua guru memperoleh pembekalan tentang standar kompetensi

lulusan

3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian, perlindungan, 

penyelamatan, pengamanan cagar budaya, dan pengembangan seni budaya

4. Kualitas pelayanan KIA belum sesuai harapan, termasuk Bintek terhadap

pelayanan KIA, dan pelaksanaan system pelayanan rujukan KIA

5. Masih kurangnya kesejahteraan dan regenerasi Linmas sebagai mitra

pemerintah

6. Ketersediaan, kesiapan, dan kemauan SDM dalam mengelola SDM

7. Belum optimalnya pemeliharaan jalan dan jembatan

8. Belum optimalnya perencanaan pembangunan dan peningkatan jaringan

irigasi yang terintegrasi, pengelolaan persampahan dan sarapa prasaranya

yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam

pengelolaan sampah

9. Laju alih fungsi lahan pertanian yang semakin cepat

10. Banyak petani pembudidaya ikal yang mengalami dampak imbas dampak

pandemic Covid-19, biaya operasional seperti pembelian pakan terus

mengalami kenaikan namun harga jual ikan stagnan bahkan cenderung turun

11. Belum optimalnya kegiatan pembinaan pelaksanaan modal (fasilitasi dan 

koordinasi) dengan pelaku usaha, belum optimalnya BLK yang sesuai standar

dalam menunjang kegiatan Pendidikan dan pelatihan kerja

Faktor Penghambat:

Sumber: Buku Evaluasi RPJPD Prov. Jateng 2005-2025



KONDISI MAKRO PEMBANGUNAN 
KOTA SALATIGA

.

.
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BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

• PE: 4,92 (Nov 2023)

• TPT : 5,13 (Ags 2023)

• IPM: 73

• Kin: 10,77

• PE: 5,31

• TPT : 5,32

• IPM: 74,39 
• Kin: 9,36 

JAWA TENGAH NASIONAL

KOTA SALATIGA

▪ PE: 5,53

▪ TPT: 7,01

▪ IPM: 84,35 (Nov 2023)

▪ Kin: 4,66 (Nov 2023)

• Pertumbuhan Ekonomi: Kota Salatiga cukup tinggi dan lebih baik dari Provinsi maupun Nasional

• TPT: Kota Salatiga lebih rendah dari Provinsi maupun Nasional

• IPM: Kota Salatiga di Tahun 2023 cukup tinggi dan di atas Provinsi maupun Nasional

• Angka Kemiskinan: Kota Salatiga di Tahun 2023 lebih baik dari angka Provinsi maupun Nasional

Sumber: BPS, diolah



TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA 
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BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah
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13 Kabupaten Prioritas : Prioritas 1 Kuadran
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Sumber: BPS, dioleh
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Proses Perencanaan:

1. Perencanaan Jangka Panjang Kab/Kota

memperhatikan potensi, peluang, dan hasil evaluasi

dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya;

2. Rencana jangka panjang Kab/Kota

mempertimbangkan arah pembagunan Nasional &

Provinsi guna mendukung capaian pembangunan

Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

3. Memperhatikan aspek kewilayahan, mengedepankan

riset dan pengembangan dalam proses perencanaan

pembangunan sesuai potensi yang dimiliki;

4. RPJPD Kabupaten/Kota sinergi dg RPJPD Provinsi &

Nasional serta regional per Wilayah Pengembangan,

terutama untuk indikator kinerja utama pemb

Nasional;

5. Memperhatikan pada tahapan proses penyusunan

RPJPD agar dapat dipenuhi ketepatan waktu

penetapan RPJPD dan sesuai dg kaidah yang

berlaku.

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar

wilayah dalam mendukung proyek strategis kawasan;

2. Pemenuhan kebutuhan dasar masy, peningkatan

akses dan pemerataan Pendidikan serta layanan

Kesehatan;

3. Peningkatan kualitas SDM ketenagakerjaan sesuai

dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri;

4. Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta

Pengembangan umkm dan ekonomi kreatif;

5. Pengembangan pertanian modern dan terpadu

berbasis korporasi dengan tetap mempertahankan

keberlanjutan lingkungan hidup;

6. Pendekatan pembangunan berbasis ecoregion
mempertahankan kelestarian sumber daya alam yang

ada;

7. Integrasi Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan

Iklim dalam RPJPD dan RPJMD Kota Salatiga.
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BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2023

TERIMA KASIH
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